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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Koto

Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr dapat disimpulkan bahwa:

1. Duduk Perkara dan Pokok Sangketa yang Memicu Terjadinya Dissenting
Opinion yaitu perselisihan dengan dugaan hubungan khusus atau
perselingkuhan Tergugat dengan pihak ketiga yang kemudian
menyebabkan para pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih
sembilan bulan. Dalam pembuktian, Penggugat menghadirkan dua orang
saksi keluarga. Kedua saksi tidak menyaksikan secara langsung
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (testimonium de audite),
sedangkan sebagian informasi mengenai penyebab perselisihan diperoleh
dari cerita Penggugat. Kondisi tersebut menjadi titik utama perbedaan
pendapat di antara majelis hakim, khususnya mengenai nilai dan
kekuatan pembuktian keterangan saksi.

2. Dasar Pertimbangan Hukum, Hakim Anggota I berpendapat bahwa dalil
mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus belum
terbukti karena para saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa
perselisthan maupun dugaan perselingkuhan. Pendapat tersebut
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2),
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22, Pasal 308 RBg,
serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134
sedangkan, Mayoritas Hakim menggunakan keterangan Saksi I sebagai
persangkaan hakim (rechterlijk vermoeden) berdasarkan Pasal 310 RBg jo.

Pasal 1922 KUHPerdata.
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3. Analisis terhadap Dissenting Opinion dalam Memutus Perkara Cerai Gugat
Analisis terhadap dissenting opinion dalam memutus perkara cerai gugat
Hakim Anggota 1 lebih mengutamakan kepastian hukum dengan
menerapkan hukum pembuktian secara formal dan ketat, sedangkan
Mayoritas Hakim lebih menekankan keadilan substantif dengan melihat
keseluruhan kondisi rumah tangga para pihak. Pendapat Mayoritas hakim
lebih menekankan keadilan substantif dan hukum materil sesuai dengan
SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat
pleno kamar mahkamah agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas
pengadilan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menegasakan bahwa
broken marriage tidak hanya dinilai dari penyebab awal perselisihan
tetapi juga pada keadaan rumah tanggan yang diperiksa di persidangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa saran
yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Masyarakat, Ketika beracara para pihak perlu menyampaikan
fakta rumah tangga secara jelas dan jujur serta menggunakan alat bukti
yang sesuai dan relevan agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan
secara objektif dan menghasilkan putusan yang memberikan keadilan.

2. Saran untuk dasar hukum hakim yaitu hakim hendaknya memperhatikan
dan menerapkan dasar hukum yang tidak hanya berpedoman pada
ketentuan mengenai alasan perceraian, tetapi juga memperhatikan
ketentuan hukum acara dan pembuktian.

3. Saran untuk Hakim, apabila mempunyai pendapat yang berbeda dia harus
tetap mengemukakan pendapatnya karena pendapat yang berbeda itu

merupakan hak para hakim.
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